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ABSTRAK 

Hukuman mati bagi orang yang pindah keyakinan (apostasi/murtad) 

bertentangan dengan kebebasan beragama. Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

menjadi wacana dominan saat ini menghendaki pembacaan ulang terhadap 

hukuman mati. Muncul kemudian sarjana-sarjana yang melakukan pembacaan 

kembali sanksi ini. Di antaranya ialah Mustafa Akyol dan Hashim Kamali yang 

masuk dalam barisan ini. Jika nama yang pertama hidup di tengah masyarakat 

minoritas muslim (Amerika), maka berbeda dengan nama terakhir. Hashim Kamali 

mendiseminasikan gagasan-gagasannya di Malaysia, salah satu negara yang lekat 

dengan tradisi Islam klasik. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah 

bagaimana sanksi apostasi didiskusikan kembali oleh kedua pemikir tersebut.  

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan data yang berjangkar pada studi 

pustaka (library research). Data-data penelitian ini diperoleh dari karya-karya 

Mustafa Akyol dan Hashim Kamali yang representatif dalam topik apostasi. 

Selanjutnya, temuan-temuan atas pemikiran mereka dikaji melalui kerangka teori 

hermeneutika negosiatif. Teori ini diinisasi oleh Khaled Abou El Fadl yang 

menitiktekankan pada negosiasi antar ketiga entitas, author (penulis), text (teks) 

dan reader (pembaca). Terdapat tiga variabel kunci dalam mendiskusikan 

pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Mulai dari teks dan otoritas, 

diskursus otoritarianisme hingga anatomi diskursus otoriter. Berdasarkan itu, 

pendekatan yang diambil di sini adalah sosio-legal. 

Pertama, kesimpulan yang dicapai bahwa kedua pemikir ini menegasikan 

hukuman mati bagi pelaku apostasi kendati dengan cara berpikir yang berbeda. 

Kedua, terdapat tiga variabel kunci yang digunakan ketika dianalisis menggunakan 

hermeneutika negosiatif. Di dalam teks dan otoritas dapat dilihat bagaimana sebuah 

teks terbentuk dan relasinya dengan realitas sosial yang melingkupinya. Perbedaan 

masyarakat yang menjadi audien dari keduanya meniscayakan pada perbedaan 

langkah dalam membaca ulang hukuman ini. Pada diskursus otoritarianisme dapat 

ditinjau pembentukan hukum yang tidak otoriter dengan menempatkannya sebagai 

entitas yang senantiasa berubah. Selain juga memenuhi lima prasyarat yang 

ditetapkan oleh hermeneutika negosiatif. Terakhir, dalam anatomi diskursus 

otoriter, terdapat tiga hal yang didiskusikan: konsistensi, sikap selektif terhadap 

dalil hingga penyeimbangan berbagai kepentingan dan rasionalitas. Kedua pemikir 

ini konsisten menggunakan langkah mereka masing-masing dalam topik ini. 

Sementara Mustafa Akyol selektif terhadap dalil, berbeda dengan Hashim Kamali. 

Pembahasan ini bermuara pada keberhasilan keduanya memadukan kepentingan 

menjaga agama dan memproteksi hak asasi manusia. Konklusi yang dicapai dalam 

penelitian ini bahwa terjadi proses negosiatif dalam pembahasan sanksi apostasi 

dari kedua pemikir tersebut. 

 

Kata Kunci: Apostasi; Hak Asasi Manusia; Hermeneutika Negosiatif 
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ABSTRACT 

The death penalty for people who left from Islam is contrary to religious freedom. 

Human rights, which is the dominant discourse today, calls for a re-reading of the 

death penalty. The implication, there are many scholars who re-think the 

punishment of apostasy. Among them are Mustafa Akyol and Hashim Kamali who 

goes into this line. If the first name lives in the middle of a society where Muslims 

are a minority (America), then it is different from the last name. Hashim Kamali 

disseminated his ideas in Malaysia, one of the countries adhering to classical 

Islamic traditions. The fundamental question in this study is how the sanctions of 

apostasy are discussed again by the two thinkers.  

This type of research is qualitative with future data on a library study (library 

research). These research data are derived from the representative works of Mustafa 

Akyol and Hashim Kamali on the subject of apostasy. Furthermore, the findings of 

their thinking are studied through the framework of negotiative hermeneutic theory. 

This theory was initiated by Khaled Abou El Fadl who pointed to the negotiations 

between the three entities, the author, the text and the reader. There are three key 

variables in discussing the thinking of Mustafa Akyol and Hashim Kamali. From 

texts and authority, the discourse of authoritarianism to the anatomy of the 

discourses of authority. Based on that, the approach taken here is socio-legal. 

The first conclusion both Mustafa Akyol and Hashim Kamali have rejected the 

death penalty for apostasy. Second conclusion is using three variables when being 

analyzed by negotiative hermeneutic. In text and authority is able to be seen how a 

text is formed and its relationship with the social reality that surrounds it. The 

differences between the public who became the audience of them necessitate the 

differences in steps in the re-reading of this topic. On the discourse of 

authoritarianism can be reviewed the formation of non-authoritarian law by placing 

it as an entity that is constantly changing. Besides meeting the five prerequisites set 

by the hermeneutics of negotiations. In the anatomy of authoritarian discourse, there 

are three things that are discussed: consistency, a selective attitude to signs to the 

balance of interests and rationality. These two thinkers consistently use their 

respective steps in this topic. While Mustafa Akyol is selective to the sign, unlike 

Hashim Kamali. Despite this, they met at the same point with the conclusion that 

there is no death penalty for apostate perpetrators. This discussion is based on the 

success of both merging the importance of preserving religion and protecting 

human rights.  

 

Keywords: Apostasy; Human Rights; Negotiative Hermeneutics 
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MOTTO 

 

Liberty is the right to choose. 

Freedom is the result of the right choice. 

(Jules Renard) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Kepada orang yang tetap berdiri kokoh  

di belakang saya seburuk apa pun keadaanya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - Alif Tidak Dilambangkan أ َ

 Bā' b Be ب َ

 Tā' t Te ت َ

 Śā' ṡ S (dengan titik di atas) ثَ 

 Jim j Je جَ 

 Hā' ḥ Ha (dengan titik di bawah) حَ 

 Khā' kh K dan H خَ 

 Dal d De دَ 

 Źal ż Z (dengan titik di atas) ذَ 

 Rā' r Er رَ 

 Zai z Zet زَ 

َ  Sīn s Es س 

َ  Syīn sy S dan Y ش 

َ  Şād         ṣ S (dengan titik di bawah) ص 

َ  Dād ḍ D (dengan titik di bawah) ض 

َ  Tā' ṭ T (dengan titik di bawah) ط 

َ  ظ 

 عَ 

 غَ 

Zā' 

'Ayn 

Gayn 

ẓ 

‘ 

g 

Z (dengan titik di bawah) 

koma terbalik ke atas 

Ge 
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َ  Fā' f Ef ف 

َ  Qāf q Qi ق 

 Kāf k Ka كَ 

 Lām l ‘El لَ 

 Mīm m ‘Em مَ 

 Nūn n ‘En نَ 

 Waw w W وَ 

 Hā' h Ha هَ 

 Hamzah ’ Apostrof ءَ 

 Yā y Ye يَ 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

ة َ د  ِّ د   ditulis Muta’addidah مُت ع 

ة َ  ditulis ‘Iddah عِّدَّ

 

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata 

1. Bila ta’ marbûṭah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan 

sebagainya. 

كْم ةَ   ditulis Hikmah حِّ

ي ةَ  زم  ditulis Jizyah جِّ

 

2. Bila ta’ marbûṭah diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 



 x 

 

لِّي اءَِّ ةَاملأ وم ام   ’ditulis Karāmah al-Auliyā ك ر 

 

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah 

maka ditulis t atau h. 

رَِّ  ditulis Zakāh al-Fiṭri ز كا ةَُالفِّطم

 

D. Vokal Pendek 

Fatḥah  ditulis a 

Kasrah ditulis i 

Ḍammah ditulis u 

  

E. Vokal Panjang 

Fatḥah + Alif 
لِّيَّةَ  اهِّ  ج 

ditulis Ā 

Jāhiliyyah 

Fatḥah + Ya’ Mati 
َ  ت نمس 

ditulis Ā 

Tansā 

Kasrah + Ya’ Mati 
 َ يم  ك رِّ

ditulis Ī 

Karīm 

Ḍammah + Wawu Mati 
َ ض   فُرُوم

ditulis Û 

Furûḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fatḥah + Ya’ Mati 
 ب يمن كُمَ

ditulis Ai 

Bainakum 

Fatḥah + Wawu Mati 
لَ   ق وم

ditulis Au 

Qaul 
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G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata  

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘). 

 ditulis A’antum أ أ نمتُمَ

َ م تُمَل ئِِّ ك رم ش   ditulis La’in Syakartum 

 

H. Kata Sandang Alīf + Lām 

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan 

al. 

أ نَُ  Ditulis Al-Qur’ān ا لمقُرم

 

2. Bila kata sandang alif lam diikuti syamsyyyah maka ditulis dengan huruf 

syamsiyyah setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan. 

اءَُ م   ’Ditulis As-Samā ا لسَّ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

َ ضِّ َالفُرُوم وِّيم  ذ 

 
Ditulis Ẓawī al-Furûḍ 

نَّةَِّ لَُالس ُّ  Ditulis Ahl as-Sunnah أ هم

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:  
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1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya.  

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya.  

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.  
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دَُاَ  مم َََرَ للَََِّلمح  ع لَ  لِّیَْو  س  الممُرم َو  ی اءِّ مبِّ ن َالا  فِّ َا شْم  مَُع لَ  لا  السَّ ةَُو  لا  الصَّ َو  یْم َالمعل مِّ َأ َبِّ  ََوََلِّ یْم َأ جْم عِّ ابِّهِّ ا صْم   

Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan penulis kekuatan untuk 

menyelesaikan ini. Berkat karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat merampungkan 
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Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi agung Muhammad, Saw. 

Penulis percaya bahwa misi-misi profetik beliau harus senantiasa dilanjutkan oleh 
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Penulis tidak tahu cara paling pantas berterimakasih selain dengan cara 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu tentang sanksi terhadap umat Islam yang pindah keyakinan 

(murtad/apostasi) dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia modern. 

Sebelumnya, hukum Islam klasik mempunyai sikap tegas terhadap kemurtadan. 

Perbuatan tersebut diketegorikan sebagai tindak kejahatan (jarīmah) yang salah 

satu implikasi yuridisnya adalah ganjaran hukum mati.1 Sebab itu, sanksi 

kemurtadan kontra dengan nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

pluralisme hukum. Pada sisi yang lain, terdapat ragam penafsiran terhadap 

penarapan sanksi kemurtadan itu sendiri, khususnya dalam konteks kehidupan 

beragama di era modern.2 

Secara sosiohistoris, Islam hadir di tengah komunitas yang heterogen. 

Dalam penelusuran Harry Munt, heterogenitas dalam kehidupan sosial dapat 

dibuktikan melalui ragam kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Arab saat itu. 

Pada titik ini, Islam sebagai agama akan bersinggungan dengan agama-agama atau 

keyakinan yang telah ada lebih dulu.3 Dari realitas sosial tersebut, kehidupan umat 

 
1 ‘Abd ar-Raḥman Al-Jazīri, Kitāb Al-Fiqḥ ‘Ala Mażaḥib Al-Arba‘Aḥ, 3rd ed. (Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003); Rudolph Peters and gert J. J. De Vries, “Apostasy in Islam,” Die Welt 

Des Islams 17, no. 1 (1977): hlm.5; Man Baker, “Capital Punishment for Apostasy in Islam,” Arab 

Law Quarterly 32, no. 4 (2018): hlm. 440, https://doi.org/10.1163/15730255-12324033. 
2 David A. Jordan, “The Dark Ages of Islam: Ijtihad, Apostasy, and Human Rights in 

Contemporary Islamic Jurisprudence,” Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social 

Justice 9, no. 1 (2002), hlm. 56.   
3 Harry Munt, “‘No Two Religions’: Non-Muslims in the Early Islamic Hijaz,” Bulletin of 

the School of Oriental and African Studies 78, no. 2 (2015): hlm. 252, 

https://doi.org/10.1017/S0041977X14001049. 
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Islam tidak bisa dipisahkan dengan umat beragama lain sejak awal.4 Salah satu 

dampak dari hubungan sosial keagamaan antara umat Islam dan komunitas religius 

lain ialah kemungkinan terjadinya konversi teologis dari satu agama ke agama yang 

lainnya.5 

Sanksi mati yang termaktub dalam hukum Islam klasik memantik para 

sarjana kontemporer untuk memaknai kembali penerapan hukuman tersebut di 

ruang publik dari beragam perspektif. Pada tahun 2021, Koalisi Oslo menginisiasi 

penelitian interdisipliner terhadap isu tentang apostasi yang melibatkan banyak 

sarjana yang berasal dari negara dan latar belakang yang berbeda-beda.6 Dalam 

kesimpulannya, para sarjana yang terlibat dalam projek penelitian tersebut sepakat 

bahwa perlu ada penafsiran kembali terhadap penerapan sanksi bagi orang murtad 

di era modern. Buku Ini menyiratkan bahwa diskusi perihal kemurtadan beserta 

sanskinya bukan isu usang yang harus ditinggalkan. Selain koalisi Oslo ini, tidak 

sedikit sarjana lain yang mendiskusikan topik apostasi, seperti Hasan Saeed 

kolaborasi dengan Abdullah Saeed7, Abdullahi Ahmed An-Nai’m8 hingga Mohsen 

Kadivar.9  

 
4 Yohanan Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam (United Kingdom: Cambridge 

Univeristy Press, 2003), hlm. 13. 
5 Mulyadi, “Konversi Agama,” Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat 

Dasar 9, no. 1 (2019): hlm. 31. 
6 Abdullah Saeed et al., Freedom of Expression in Islam (London: I.B Tauris, 2021). 
7 Abdullah Saeed and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, 2nd ed. 

(New York: Routledge, 2016). 
8 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic Reformation (New York: Syracuse 

University Press, 1996). 
9 Mohsen Kadivar, Blasphemy and Apostasy in Islam; Debat in Shi’a Jurisprudence 

(United Kingdom: Edinburgh University Press, 2021). 
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Dalam penelusuran awal, berbeda dengan para sarjana-sarjana dan koalisi 

di atas, Mustafa Akyol memberikan langkah praktis bagaimana seharusnya 

menyikapi isu apostasi. Ia turut mempersoalkan keabsahan hadis nabi yang 

dijadikan rujukan dalam topik ini. Tidak ketinggalan perihal urgensi penerapan 

hukuman mati bagi pelaku apostasi pada era klasik. Sama dengan Mustafa Akyol, 

Hashim Kamali mempersoalkan teks keagamaan yang menyinggung isu tersebut 

harus ditafsirkan kembali. Titik diferensialnya ialah interpretasi yang dilakukan 

Hashim Kamali di antaranya melalui konsep-konsep ushul fikih, seperti konsep 

general (‘ām) dan spesifik (khāṣ), dan konsep desisif (qaṭ’ī) dan spekulatif (ẓannī).  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan kajian terkait diskursus 

apostasi yang lebih mutakhir. Secara spesifik dengan mengangkat dua pemikir 

muslim kontemporer, Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Terdapat dua alasan yang 

menjadi fondasi mengapa dua intelektual tersebut diangkat. Pertama, disebabkan 

sedikitnya kajian kritis yang mengangkat nama kedua pemikir ini, berbanding 

terbalik dengan nama lain yang disebutkan di atas. Kedua, perbedaan kultur di mana 

kedua pemikir ini mengembangkan gagasan-gagasan mereka. Hal ini nantinya 

berkorekasi dengan apakah perbedaan kultur berimplikasi pada pandangan mereka 

terkait topik apostasi. Terakhir, hal yang perlu diperhatikan ialah penggunaan 

terminologi apostasi di sini yang tidak merujuk pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI). Apostasi sepanjang tulisan ini merujuk pada pemaknaan yang 

lazim dalam literatur berbahasa Inggris (apostasy) dengan makna murtad.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, masalah penelitian ini 

dirumuskan melalui pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terhadap 

penerapan sanksi apostasi? 

2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif terhadap pandangan Mustafa 

Akyol dan Mustafa Kamali tentang penerapan sanksi apostasi? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

meliputi beberapa hal: 

1. Untuk mengetahui pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terhadap 

penerapan sanksi apostasi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hermeneutika negosiatif terhadap 

pandangan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali tentang penerapan sanksi 

apostasi.  

Penelitian ini diharapkan mempunyai dampak dan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis, di antaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis 

terkait dengan hukuman murtad dalam perspektif ulama fikih klasik dan 

sarjana muslim kontemporer. 
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b. Penelitian ini juga dimaksudkan memberikan pemahaman yang 

mendalam bagaimana upaya pemikir muslim kontemporer melakukan 

negosiasi terhadap sanksi mati bagi pelaku apostasi. 

c. Penelitian ini sebagai pemantik kajian selanjutnya dalam menghadirkan 

studi pemikiran hukum Islam secara interdisipliner. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam diskursus keislaman terkait sanksi mati bagi pelaku apostasi 

secara kritis.  

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam studi 

perbandingan mazhab secara khusus dan studi keislaman secara umum. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai penerapan sanksi apostasi telah banyak dilakukan oleh 

para sarjana dari beragam perspektif. Lailatul Mubarokah yang secara khusus 

menilik pandangan An-Na’im terkait hukum mati bagi pelaku apostasi.10 An-

Na’im, dalam pemaparan Mubarolah, merupakan salah seorang pemikir yang 

mempunyai perhatian terhadap Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tatkala 

ulama-ulama mazhab memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku murtad, 

maka An-Na’im memposisikan diri sebagai pemikir yang mencoba untuk 

merombak itu. Penelitian Mubarokah bersifat normatif dan dibuktikan aspek 

bagaimana Mubarokah mengafirmasi pandangan An-Na’im yang menyatakan 

 
10 Lailatul Mubarokah, “Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim tentang 

Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 

1-142.  
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bahwa tidak ada hukuman duniawi bagi pelaku murtad. Mubarokah sepakat dengan 

pendapat An-Na’im bahwa hukuman tersebut dinilai tidak kompatibel dengan Hak 

Asasi Manusia yang secara gamblang menyerukan terhadap kebebasan dan 

penghargaan sepenuhnya terhadap jiwa.  

Sementara itu, Rumni Hafizah dan Rusman Bustaman meneliti tentang 

kemurtadan dengan melakukan analisis interpretatif terhadap kata riddah.11 Dua 

peneliti ini berkolaborasi untuk meninjau bagaimana penafsiran Al-Qurthubi 

terhadap konsep riddah dalam Al-Qur’an. Keduanya mengkaji magnum opus Al-

Qurtubhi, al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān.  Banyak ayat Al-Qur’an terkait dengan 

riddah, seperti Al-Maidah: 54 dan Muhammad: 25. Mereka berkesimpulan bahwa 

penafsiran Al-Qurtubi terhadap riddah tidak jauh berbeda dengan para imam 

mazhab yang menyerukan bahwa sanksi orang yang murtad adalah dibunuh. Untuk 

mendukung kesimpulan penelitian, keduanya menyetuji penafsiran Al-Qurthubi 

yang tidak melakukan klasifikasi pelaku murtad. Akibatnya adalah baik laki-laki 

atau perempuan terkena sanksi dibunuh. Kendati demikian, kedua peneliti 

mengakhiri penelitiannya dengan kesimpulan bahwa hukuman murtad tidak 

kompatibel dengan undang-undang apabila ditarik ke dalam konteks Indonesia. 

Bagi keduanya, secara yuridis, setiap warga negara bebas dalam menentukan 

pilihannya serta dijamin oleh nilai universal Hak Asasi Manusia. Dalam konteks 

negara bangsa, keduanya berpendapat bahwa hukuman mati bagi pelaku murtad 

 
11 Rumni Hafizah and Risman Bustaman, “Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap 

Konsep Riddah Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Indonesia,” Istinarah: Riset 

Keagamaan, Sosial Dan Budaya 3, no. 1 (2021): hlm. 1-21. 
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hanya bisa diimplementasikan di negara yang jelas-jelas berlandaskan hukum 

Islam.  

Berbeda dengan para peneliti di atas, Abd. Haris melakukan penelitian 

konversi agama di kalangan artis dengan konsep ‘illat al-hukm perspektif Al-

Gazāli.12 Ia meneliti dengan kesan awal yang ditangkap bahwa mereka keluar 

masuk agama seolah-olah mempermainkan. Ada beberapa kesimpulan yang 

dihasilkan oleh Haris, di antaranya perihal hukuman mati bagi pelaku murtad tidak 

sesuai dengan visi Islam. Menurutnya, landasan ayat dan hadis tidak pernah 

memberikan keterangan adanya hukum mati bagi pelaku murtad. Hanya di kasus-

kasus tertentu, seperti murtad dengan niat dan maksud memusuhi Islam. Haris 

memberikan satu konklusi final terkait isu murtadnya artis. Mereka tidak harus 

dihukum mati karena tidak ada motif kebencian dan permusuhan terhadap Islam. 

Artinya, argumentasi yang digunakan oleh Haris disebabkan tidak adanya ilat 

hukum yang mendasari untuk mengimplementakan hukuman mati, khususnya di 

Indonesia. Penelitian ini tidak hendak menganulir hukum mati bagi para pelaku 

murtad, hanya saja deskripsi pengaplikasiannya di Indonesia yang tidak relevan. 

Muhammad melakukan penelitian terhadap Tafsir Al-Misbah untuk melihat 

bagaimana hukuman murtad.13 Penelitian tersebut merupakan disertasi Muhammad 

terkait implementasi hukuman murtad dalam konteks Indonesia hari ini. 

Kesimpulannya jelas bahwa dalam tafsir tersebut penulisnya mempertanyakan 

 
12 Abd. Haris, “Membaca Kitab Al-Mustashfa: Respon Terhadap Kasus Murtad Dan 

Kebebasan Beragama Di Indonesia,” Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat 18, 

no. 2 (2022): hlm. 217-24, https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.1020. 
13 Muhammad, “Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah” 

(Intitut PTIQ Jakarta, 2020), hlm. 1-202. 



 8 

 

hukuman mati bagi pelaku murtad disebabkan tidak ada pijakan nas Al-Qur’an. 

Quraish Shihab mengakui bahwa benar terdapat hadis-hadis yang jika dilihat secara 

leksikal akan mengarah terhadap keharusan membunuh orang yang murtad. Hanya 

saja, hal tersebut menurutnya (sebagaimana dielaborasi Muhammad) tidak selaras 

dengan kebebasan beragama hari ini. Dengan begitu, hukuman murtad hanya takzir 

belaka. Ini diperkuat oleh sistem hukum Indonesia yang tidak mengatur itu. 

Akhirnya, pelaku murtad tidak bisa dikenakan hukum apapun.  

Hampir senada dengan itu, apa yang dilakukan oleh Abd. Moqsith. Ia 

meninjau lebih ekstensif beragam tafsir atas hukum murtad di dalam Islam.14 Dalam 

penelitian ini, Moqsith merujuk banyak nama ulama klasik dan kontemporer dalam 

melihat isu kemurtadan. Mulai dari al-Ālûsī, Ibn Jarīr at-Ṭabari, Rasyhīd Riḍā, 

Fakhru ad-Din Rāzi, hingga mufasir kenamaan Indonesia, M. Quraish Shihab. 

Dalam temuannya, para pemikir ini memiliki titik-titik diferensial dalam 

memandang isu kemurtadan. Melihat pada penfasiran mereka masing-masing, 

Moqsith mengelaborasi bahwa kemurtadan tidak hanya terkait dengan orang yang 

keluar dari Islam, melainkan juga orang nonislam yang mengingkari kenabian 

Muhammad pada saat itu. Seterusnya, ia melihat bagaimana konstruksi sanksi bagi 

pelaku apostasi dalam khazanah fikih Islam. Menurutnya, fikih melangkah lebih 

jauh daripada hukuman murtad sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an. Tidak 

hanya itu, fikih bahkan memberikan kriteria, kategori, seseorang yang bisa dinilai 

telah murtad. Moqsith juga melihat bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum 

 
14 Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam,” AHKAM : Jurnal Ilmu 

Syariah 13, no. 2 (2013): 283–94, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.940. 
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Pidana (KUHP) di Indonesia juga tidak menggolongkan konversi agama sebagai 

tindakan kriminal. Diperkuat oleh ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah, 

bahkan juga MUI, yang tidak merekomendasikan hukum bunuh bagi orang murtad. 

Dengan begitu, memang terdapat banyak perbedaan antara pemikir klasik dengan 

pemikir mutakhir dalam isu ini. Dengan ini peneliti hanya melihat bagaimana 

kontestasi dalam mengartikan dan memberikan putusan hukuman terhadap pelaku 

murtad.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Zakaria Syafe’i.15 Ia mencoba untuk 

melihat peluang kontekstualisasisanksi kemurtadan di Indonesia. Namun, ia tetap 

sampai pada kesimpulan yang lebih akomodatif, kendati ia tetap menganjurkan 

hukuman terhadap pelaku murtad. Menurut Syafe’i hukuman bagi para pelaku 

murtad tidak harus hukuman mati, namun bisa berupa hukuman lain. Dalam 

pandangannya, murtad adalah tindakan yang mengindikasikan kepada penghinaan, 

pelecehan, penghasutan terhadap agama. Namun, kalau memang ia konsisten 

menggunakan nalar ini, mestinya sanksi murtad yang serupa berlaku bagi orang 

nonislam yang menyatakan masuk Islam. Sebab, di dalamnya juga potensial 

mengandung pelecehan, penghinaan terhadap agama lain.  

Secara general sedikit penelitian kritis yang membahas pemikiran Mustafa 

Akyol dan Hashim Kamali dalam topik ini. Salah satu penelitian yang mirip hanya 

 
15 Zakaria Syafe’i, “Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Konversi Agama (Riddah) di 

Indonesia,” Alqalam 33, no. 1 (2016): 160, https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i1.389, hlm. 160-

191. 
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dilakukan Moh. Khasan.16 Namun, Hasan meninjau bagaimana pemikiran hukum 

pidana Islam Hashim Kamali secara universal, tidak spesifik terhadap isu 

kemurtadan. Temuan penelitiannya ialah menyatakan bahwa pemikiran sentral 

Hashim Kamali berpusar pada dua hal, restorasi jarīmah hudûd dan harmonisasi 

syariat. Berbeda dengan kajian Khasan, penelitian ini memiliki dua aspek pembeda. 

Pertama, dari objek materil. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pemikiran 

Hashim Kamali, namun sekaligus membandingkan dengan pemikiran Mustafa 

Akyol terakit sanksi apostasi. Kedua, objek formil. Sementara Khasan tidak secara 

spesifik menggunakan landasan teoritis, penelitian ini menggunakan analisis 

hermeneutika negosiatif yang dirumuskan oleh Khaled Abou El Fadl.  

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika negosiatif yang diinisiasi oleh 

Khaled Abou El Fadl. Konsep awal teori ini digunakan untuk mengkaji relasi tiga entitas 

yang lazim dalam hermeneutika, yakni author (penulis), text (teks) dan reader 

(pembaca). Hermeneutika Khaled Abou El Fadl tidak semata-mata dimaksudkan untuk 

mencari makna dari sebuah teks. Lebih daripada itu, ia dimaksudkan untuk mengungkap 

kepentingan serta menawarkan strategi pengendalian tindakan sewenang-wenang.17 

Titik tekan dari hermeneutika negosiatif ialah adanya negosasi antara ketiga entitas 

 
16 Moh. Khasan, “Pemikiran Hukum Pidana Islam Mohammad Hashim Kamali dan 

Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia” (Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2021). 
17 Alvan Fathony, “Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal 

Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam,” At-Turāṡ: Jurnal Studi Keislaman 6, no. 11 

(2019): hlm. 128, https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.558. 
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tersebut. Ketiga-tiga harus seimbang dan tidak ada dominasi di antara yang satu dengan 

lainnya.18 

Dalam kerangka konseptual awal teori Khaled Abou El Fadl, teks merujuk 

hadis.19 Di dalam penelitian ini, teks secara spesifik merujuk kepada karya-karya 

Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Dengan demikian, secara otomatis yang menempati 

posisi author adalah mereka berdua. Sementara itu, yang diposisikan sebagai reader di 

sini tidak lain ialah komunitas muslim. Secara khusus, komunitas muslim yang menjadi 

audiens awal dari karya-karya Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Selanjutnya, akan 

dilihat bagaimana negosiasi yang terjadi antara ketiga entitas tersebut. Dimulai dari relasi 

antara antara author dengan teks, author dengan pembaca, serta pembaca dengan teks. 

Selain itu, terdapat tiga variabel kunci dalam kerangka teori ini. Konsep kunci tersebut 

adalah teks dan otoritas, konstruksi otoritarianisme hingga anatomi diskursus otoriter. 

Teks dan otoritas menganalisis lebih ekstensif bagaimana relasi antara teks 

(karya Mustafa Akyol dan Hashim Kamali) dengan pengarannya beserta proses 

kepengarangan. Lebih lanjut, sebagaimana tinjauan Khaled Abou El Fadl, makna tidak 

hanya ditentukan oleh pengarang, teks atau pembaca saja. Di antara ketiganya terjadi 

proses yang komprehensif, interaktif, dinamis bahkan dialektis pada ketiga entitas 

tersebut.20  Posisi teks di dalam hal ini juga tidak berada dalam posisi yang pasif. Ia turut 

serta mengonstruk dan mengubah komunitas makna. Secara khusus, teks turut aktif 

 
18 Ahmad Suhendra, “Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El Fadl,” Mutawâtir: Jurnal 

Keilmuan Tafsir Hadis 5, no. 2 (2015): hlm. 352. 
19 Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif, 

trans. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 150. 
20 Ibid., hlm. 185. 
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nantinya berperan dalam pembentukan komunitas pembacanya (komunitas Muslim).21 

Konsep kunci selanjutnya ialah konstruksi otoritarianisme. Pemegang otoritas lazimnya 

cenderung mengarah dan terjebak ke dalam sikap otoriter. Kecenderungan otoriter ini 

dapat dibendung dengan menerapkan lima syarat, mulai dari kejujuran, pengendalian 

diri, kesunggunghan, kemenyeluruhan dan rasionalitas.22 Selain itu, agar tidak terjebak 

ke dalam otoritarianisme, maka hukum Islam diperlakukan sebagai sebuah produk yang 

dinamis.23 

Ketiga, anatomi diskursus otoriter yang dalam hal ini juga mensicayakan tiga hal. 

Pertama, yakni konsistenasi di dalam pengambilan kesimpulan hukum.24 Dalam hal ini, 

menguji konsistensi Mustafa Akyol dan Hashim Kamali terkait dengan cara (istinbat) 

yang mengantarkan mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Kedua, sikap selektif 

dalam memilih bukti. Praktik ini tidak dalam upaya untuk mencari perintah Tuhan 

melainkan mencari legitimasi dari perintahnya. Karenanya, sikap selektif ini dianggap 

mencederai kewajiban untuk bersikap jujur, bersungguh-sungguh serta komprehensif 

dan holistis dalam menganalisis bukti.25 Ketiga, menyeimbangkan berbagai kepentingan 

dan menggunakan penalaran. Keterbukaan atau transparansi penalaran adalah hal yang 

tidak dapat diabaikan di sini. Selain itu, keseimbangan berbagai kepentingan menjadi hal 

yang tidak dapat dilupakan dalam hal ini.26 Secara sederhana, kerangka teoretis 

penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 
21 Ibid., hlm. 186. 
22 Ibid., hlm. 206. 
23 Ibid., hlm. 213. 
24 Ibid., hlm. 258–62. 
25 Ibid., hlm. 264. 
26 Ibid., hlm. 280. 
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Dari kerangka teori di atas jelas bahwa terdapat tiga entitas yang bernegosiasi. 

Dalam hal ini, pemikiran Mustafa Akyol dan Hashim Kamali juga akan dilihat dari ketiga 

variable kunci. Mulai dari teks dan otoritas, konstruksi otoritarianisme, hingga anatomi 

diskursus otoriter. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan prosedur penelitian yang 

berjangkar pada studi literatur (library research). Secara umum, penelitian 

kualitatif digunakan untuk penelitian segala hal terkait kehidupan 

masyarakat, aktivitas sosial dan sejenisnya. Hasil penelitian kualitatif 

lazimnya berupa uraian yang mendalam perihal tulisan, ucapan, sampai hal-

hal yang dapat diamati.27 Penelitian ini digolongkan kualitatif disebabkan 

 
27 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: 

Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 6.   
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mencoba menilik lebih jauh bagaimana sanksi bagi pelaku kemurtadan 

dinegosiasikan kembali oleh Mustafa Akyol dan Hashim Kamali. Dengan 

demikian, penelitian ini merujuk pada buku yang representatif dari 

keduanya. Selain itu, penelitian ini merujuk pada kitab-kitab klasik dan 

kontemporer dalam membahas diskursu apostasi secara general. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Sebagai sebuah 

pendekatan, sosio-legal merupakan salah satu kajian interdisipliner dalam 

mengkaji hukum. Jika sebelumnya hukum hanya menjadi entitas yang 

normatif dan kaku, maka sosio-legal menjadi kerangka konseptual yang 

interdisipliner. Dengan demikian, konsep sosio-legal ini menolak 

menjadikan hukum sebagai entitas yang monodisiplin. Sebagi sebuah 

pendekatan, sosio-legal membahas persoalan hukum, namun tidak terbatas 

pada analisis yuridis-normatif saja. Sosio-legal mencari dan menganalisis 

dengan meminjam pendekatan-pendekatan ilmu sosial (social science) 

secara interdisiplin.28 Dalam penelitian ini ilmu sosial yang dipinjam adalah 

hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.  

Reza Banakar dan Maz Travers mengutip Wheeler dan Thomas yang 

memberikan persepsi bahwa sosio-legal ini merupakan studi interdisipliner 

untuk menguji studi doktrinal dalam ilmu hukum. Sosio-legal ini 

merupakan pendekatan alternatif, yang mana term ‘sosio’ bukan merujuk 

 
28 Sulistyowati Irianto et al., Problematik Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan 

Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia, 2017), hlm. 23.  
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pada sosiologi. Term sosio pada sosio-legal ini merujuk pada pertemuan 

dengan konteks di mana hukum itu berada. Dari itu, ketika para peneliti 

menggunakan teori sosial, mereka tidak sedang meneliti ilmu sosial 

tersebut, melainkan hukum.29 Naomi Creutzfeldt, misalnya, memberikan 

definisi sosio-legal dengan berangkat dari premis bahwa hal tersebut 

merupakan studi empiris terkait hukum, mencakup institusi, aktor, hingga 

proses legislasinya. Keterikatan antara hukum dan masyarakat kemudian 

melahirkan studi tentang bagaimana hukum tersebut dibuat, ditafsirkan, 

serta diimplementasikan.30  

Sebelumnya, dalam kajian hukum dikenal dua klasifikasi penting, 

yakni law in book dan law in action. Terminologi yang pertama mendekati 

sebuah hukum sebagaimana yang termaktub dalam korpus hukum. 

Sementara terminologi yang terakhir meletakkan hukum sebagai gejala 

sosial.31 Sebagai sebuah pendekatan, sosio-legal berada di wilayah law in 

action, serupa dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, hingga 

sociological jurisprudence. Namun, semua konsep tersebut mempunyai 

titik demarkasi antara yang satu dengan lainnya. 

Sosio-legal dengan demikian mengadopsi berbagai disiplin ilmu, 

baik dari ilmu hukum itu sendiri maupun ilmu sosial. Pendekatan ini 

 
29 Reza Banakar and Max Travers, “Law, Sociology Adn Method,” in Theory and Method 

in Socio-Legal Research, n.d, hlm. 7.  
30 Naomi Creutzfeldt, “Traditions of Studying the Social and the Legal: A Short 

Introduction to the Institutional and Intellectual Development of Socio-Legal Studies,” in 

Routdledge Handbook of Socio-Legal Theory and Method (New York: Routledge, 2019), hlm. 10.  
31 Nur Solikin, Pengantar Sosiologi Hukum Islam (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 

2019), hlm. 2.   
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mengaitkan hukum dengan dimensi sosiologis, politis, bahkan ekonomis.32 

Dalam penelitian ini, penggunaan sosio-legal menjangkau terhadap 

pergesaran paradigma terkait dengan sanksi apostasi. Apabila sebelumnya 

diskursus sanksi mati terhadap pelaku apostasi merupakan hal yang diterima 

begitu saja, maka hari ini hal tersebut didesakan agar dikaji kembali. Dari 

aspek sosio-legal, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergesaran paradigma 

di masyarakat menyangkut hukuman bagi orang yang keluar dari agama 

Islam. Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk meletakkan sanksi 

bagi pelaku apostasi sebagai sebuah gejala sosial yang tumbuh di 

masyarakat. Tidak hanya itu, pendekatan sosio-legal ini nantinya yang akan 

menelusuri lebih jauh bagaimana Mustafa Akyol dan Hashim Kamali 

melakukan pembacaan ulang terkait sanksi apostasi. Secara khusus, 

bagaimana realitas sosial yang membentuk keduanya untuk melakukan 

kajian kembali terhadap sanksi mati pelaku apostasi.  

3. Sumber Data 

Terdapat dua data yang digunakan di sini, primer dan skunder. Data 

primer berasal dari buku Mustafa Akyol Islam Without Extremes: A Muslim 

Case for Liberty (W.W. Norton & Company, 2011) dan Reopening Muslim 

Minds: A Return to Reason, Freedom, and Tolerance (St. Martin Essentials, 

2021). Sementara itu, pemikiran Hashim Kamali diambil dari bukunya 

Freedom of Expression in Islam (Cambridge, 1997) serta Crime and 

 
32 Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orinetasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke 

Sosio-Legal,” SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 16, no. 2 (2016), hlm. 108.  
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Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation (Oxford Univeristy 

Press, 2019). Buku-buku tersebut merupakan karya yang secara eksplisit 

mewakili gagasan Mustafa Akyol dan Hashim Kamali perihal sanksi bagi 

pelaku apostasi. Sumber sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal 

ilmiah, artikel, laporan penelitian, buku kolaborasi, hingga laporan 

penelitian. Antara data primer dan data sekunder terdapat garis kordinatif 

yang saling melengkapi. Sebabnya, penggunaan kedua bentuk data ini untuk 

menemukan secara komprehensif terkait dengan topik penelitian yang 

diangkat. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada bagian analisis data ini, dilakukan beberapa langkah, mulai dari 

pengumpulan data hingga reduksi. Peneliti mengumpulkan seluruh data terkait 

apostasi perihal sanksi normatif dari pelaku apostasi dalam pandangan fikih klasik. 

Selain hal tersebut, juga dikumpulkan beberapa data dari pemikir muslim 

kontemporer, mencakup Mustafa Akyol dan Akyol Kamali. Setelahnya, data yang 

telah terkumpul kemudian dipilih untuk kemudian dianalisis agar sesuai dengan 

tujuan utama penelitian, yakni mengetahui negosiasi yang dilakukan Mustafa Akyol 

dan Hashim Kamali dalam melihat sanksi apostasi. Kerangka yang dipakai dalam 

hal ini adalah hermeneutika negosiatif Khaled Abou El Fadl.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah persoalan yang didiskusikan pada penelitian ini akan 

disajikan beberapa subbahasan sebagai berikut: 
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Bab I merupakan pendahulu. Pada bab ini diuraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan 

yang telah dirumuskan. Bab ini menjadi fondasi yang sentral bagi peneliti agar 

pembahasan berikutnya lebih terarah. Bagian tersebut kemudian disambung 

Bab II yang membahas sanksi apostasi dalam khazanah fikih klasik dan 

landasan teori. Pada bab ini juga diurai diskursus hermeneutika dalam khazanah 

intelektual Islam, secara spesifik kaitannya dengan pembacaan terhadap teks 

(Al-Qur’an dan hadis). Sebagai sebuah pengantar masuk pada hermeneutika 

negosiatif Khaled Abou El Fadl.  

Bab III mengurai secara komprehensif pemikiran Mustafa Akyol dan 

Hashim Kamali. Pemikiran mereka dijabarkan setelah terlebih dahulu diuraikan 

latar belakang intelektual masing-masing. Bab ini dilanjutkan Bab IV untuk 

dianalisis bagaiamana negosiasi yang dilakukan oleh kedua pemikir tersebut 

dalam membincang topik perihal sanksi kemurtadan. Analisis pada bab ini 

menggunakan variabel-varibale dari kerangka teori yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Bab V merupakan pamungkas yang mencakup dua bagian. Bagian 

pertama yakni kesimpulan yang mengluas secara ringkas jawaban atas rumusan 

masalah. Bagian terakhir yakni saran untuk penelitian lebih lanjut. Baik dalam 

topik ini secara spesifik atau hukum Islam secara general.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian mulai dari bab pertama hingga keempat kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, Mustafa Akyol dan Hashim Kamali bersepakat bahwa tidak ada 

hukuman mati bagi pelaku apostasi. Kesimpulan ini berbeda dengan apa yang termaktub 

di dalam fikih klasik. Di mana para ulama bersepakat bahwa orang yang keluar dari 

agama Islam harus dibunuh. Hanya minoritas di dalam fikih klasik yang menolak sanksi 

ini, seperti Ibrahīm Al-Nakha‘ī dan Sufyān al-Ṡaurī. Kendati kedua pemikir yang 

dibahas di sini sampai di titik yang sama, mereka melalui jalan relatif berbeda. Mustafa 

Akyol tidak banyak memperhatikan kerangka metodologis usul fikih, hal tersebut 

berbeda sama sekali dengan Hashim Kamali. Pemikir yang disebut terakhir ini lebih 

akomodatif terhadap teori-teori usul fikih, seperti ‘ām-khāṣ, qaṭ’ī-ẓannī, hingga 

kehujjahan dengan hadis mutawatir dan ahad. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak bisa 

dilepaskan di mana audien (dalam kerangka teori penelitian ini disebut reader) pertama 

berada. Mustafa Akyol yang notabene peneliti senior di Cato Institute erat kaitannya 

dengan reader Amerika. Konteks sosial tersebut berbeda dengan Malaysia, di mana 

Hashim Kamali berada dan mendiseminasikan gagasannya. Sementara Amerika tidak 

terikat dengan hukum agama mana pun, berbanding terbalik dengan Malaysia yang 

bergandengan mesra dengan Islam. Dengan bahasa berbeda, ajaran Islam menjadi salah 

agama faktor determinan di negara tersebut. Titik diferensial tersebut berpengaruh 

kepada cara dan langkah bagaimana kedua pemikir ini membaca kembali sanksi apostasi. 
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Kedua, dalam analisis hermeneutika negosiatif, relasi antara teks dan otoritas 

terjadi. Baik Mustafa Akyol dan Hashim Kamali berbicara di wilayah yang menjadi 

otoritasnya. Kendati keduanya memiliki motif yang berbeda dalam melakukan 

pembacaan terhadap sanksi apostasi, namun dapat dipertemukan di sebuah kesimpulan 

besar. Mereka juga menjadikan pembacaan apostasi ini sebagai antitesis dari wacana 

yang dikembangkan oleh pihak yang dianggap mempunyai otoritas. Pada bagian 

tersebut, relasi antara teks dan otoritas serta bagaimana sebuah teks dibentuk berkelindan 

erat dengan kondisi sosiologis pembaca. Sementara itu, dalam diskursus otoriter, kedua 

pemikir ini terlebih dahulu menempatkan hukum Islam sebagai sebuah kajian yang 

dinamis. Melalui langkah tersebut, keduanya dapat terhindarkan dari pembentukan 

hukum Islam yang statis. Ini kembali memperkuat bahwa hukum yang mereka bentuk 

mempunyai kepekaan terhadap kondisi sosiologis yang melingkupinya. Seterusnya, 

Mustafa Akyol dan Hashim Kamali memenuhi lima prasyarat agar tidak terjebak ke 

dalam otoritarianisme. Kejujuran, pengendalian diri, kesunggunghan, kemenyeluruhan 

dan rasionalitas secara aplikatif dapat dilihat tatkala kedua pemikir tersebut menimbang 

kembali sanksi apostasi. Puncaknya, untuk tidak terjebak ke dalam diskursus yang 

otoriter, maka diperlukan tiga hal: konsistensi, tidak memilah bukti hingga 

penyeimbangan berbagai kepentingan dan rasionalitas. Kedua pemikir tersebut, secara 

konsisten menggunakan cara mereka masing-masing dalam melakukan pembacaan 

terhadap sanksi apostasi. Mustafa Akyol dengan skeptismenya terhadap hadis apostasi 

dan Hashim Kamali dengan konsep-konsep dari usul fikih. Dalam pemilihan dalil, 

Mustafa Akyol relatif sedikit memberikan perhatian terhadap nas yang kontra dengan 

kebebasan beragama. Berbeda dengan Hashim Kamali yang secara eksplisit mengakui 
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bahwa terdapat nas yang tidak suportif terhadap kebebasan. Sebagai pamungkas, 

keduanya dalam satu tarikan nafas berhasil menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, 

yakni menjaga agama dan memproteksi hak asasi manusia.  

B. Saran 

Sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian topik ini ke depan, 

penting kiranya untuk memperluas cakupan. Tidak hanya terbatas pada persoalan 

kemurtadan, melainkan tindakan pidana dalam Islam secara general. Demikian juga 

terkait dengan sampel tokoh yang diambil. Untuk seterusnya cakupannya dapat diperluas 

tidak hanya dari kalangan yang prokebebasan beragama. Agar menghasilkan wacana 

yang dialektis, dapat diangkat pula dari kalangan yang kontra dengan kebebasan 

beragama. Dengan langkah semacam itu, maka diharapkan berdampak baik pada diskusi 

dan karya ilmiah yang akademis.  

Untuk menghindari stagnasi, diperlukan juga penelitian yang tidak hanya 

membahas terkait dengan hukum (per se). Lebih lanjut, diperlukan sebuah penelitian 

terkait dengan bagaimana sebuah hukum hidup di masyarakat (living law), dibentuk dan 

diresepsi oleh masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yang meletakkan hukum sebagai 

sebuah fenomena sosial. Atas dasar itu pula, diperlukan analisis-analisis dari ilmu sosial-

humaniora, seperti teori jaringan sosial, analisis wacana kritis, dan sebagainya. Ini 

dimaksudkan agar penelitian hukum tidak terbatas menggunakan kerangka-kerang yang 

berasal dari internal hukum itu sendiri. 
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